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ABSTRACT 

Histori Artikel: 
 

This community service activity entitled “Assistance for the Revitalization 

of Sasi as an Effort to Strengthen Social-Ecological Resilience in Negeri 

Lima” was conducted in Negeri Lima, Leihitu District, Central Maluku 

Regency. The activity was motivated by the declining implementation of sasi 

values, weakening community participation in coastal environmental 

management, and increasing social-ecological pressures caused by 

environmental degradation and climate change in coastal areas. The 

purpose of this program was to strengthen the social-ecological resilience 

of coastal communities through the revitalization of sasi as a local wisdom-

based coastal resource management system. The implementation method 

used a participatory and collaborative approach involving village 

government, customary leaders, youth groups, women groups, and coastal 

communities. The stages of activities included problem identification, 

socialization, Focus Group Discussion (FGD), institutional strengthening 

assistance, and program evaluation. The results of the activity showed an 

increase in community understanding regarding the role of sasi as an 

instrument for natural resource management, social control mechanism, 

preservation of local cultural values, and strengthening social solidarity. 

Community participation in discussions and environmental awareness 

activities also increased significantly. In addition, stronger coordination 

was established between the village government and customary institutions 

in supporting community-based coastal management. The program also 

produced recommendations for strengthening customary regulations, 

participatory environmental monitoring, youth involvement, and local 

culture-based environmental education. Overall, the revitalization of sasi 

contributed positively to strengthening the social-ecological resilience of 

the coastal community in Negeri Lima and became an initial model for 

sustainable local wisdom-based coastal governance. 
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PENDAHULUAN 

Negeri Lima di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu wilayah pesisir 

yang masih memiliki struktur sosial adat yang kuat melalui pranata negeri, soa, baileo, dan nilai-nilai 

kearifan lokal masyarakat. Kehidupan masyarakat Negeri Lima sangat bergantung pada sumber daya pesisir 

dan laut, baik sebagai ruang hidup, sumber ekonomi, maupun bagian dari identitas sosial budaya 

masyarakat. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan dan petani dengan ketergantungan tinggi 

terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.  

Di tengah perubahan sosial dan tekanan lingkungan yang semakin meningkat, masyarakat pesisir 

Negeri Lima menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, penurunan hasil perikanan, degradasi 

lingkungan pesisir, serta berkurangnya partisipasi generasi muda terhadap praktik-praktik adat lokal. 

Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya ketahanan sosial-ekologis masyarakat, yaitu kemampuan 

masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan stabilitas sosial komunitas 

pesisir. Penelitian terkait pemberdayaan masyarakat pesisir di Negeri Lima menunjukkan bahwa perubahan 

iklim telah memberikan dampak signifikan terhadap ketidakpastian hasil tangkapan ikan dan kondisi 

ekonomi masyarakat pesisir (Wattimena et al., 2024).  

Salah satu kearifan lokal masyarakat Maluku yang sejak lama menjadi instrumen pengelolaan sumber 

daya alam adalah sasi. Sasi merupakan mekanisme adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam 

melalui pembatasan waktu, ruang, maupun jenis sumber daya tertentu guna menjaga keberlanjutan 

ekosistem dan keseimbangan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, sasi tidak hanya berfungsi sebagai 

aturan adat, tetapi juga menjadi instrumen kontrol sosial, penguatan solidaritas masyarakat, serta media 

pendidikan nilai-nilai kolektif antargenerasi. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, 

implementasi sasi di berbagai wilayah Maluku mulai mengalami pelemahan akibat modernisasi, perubahan 

pola ekonomi masyarakat, dan lemahnya integrasi antara pemerintahan lokal dengan kelembagaan adat. 

Di Negeri Lima sendiri, keberadaan pranata adat masih tampak melalui fungsi baileo sebagai ruang 

musyawarah dan simbol identitas masyarakat adat. Akan tetapi, praktik pengelolaan sumber daya berbasis 

sasi belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola sosial-ekologis masyarakat 

pesisir. Padahal, masyarakat Negeri Lima memiliki modal sosial yang kuat berupa hubungan pela-gandong, 

struktur soa, serta solidaritas komunitas yang masih terpelihara. Kondisi ini menjadi peluang strategis untuk 

melakukan revitalisasi sasi sebagai instrumen penguatan ketahanan masyarakat pesisir. 

Beberapa kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat sebelumnya di Negeri Lima telah 

menunjukkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah negeri, dan lembaga pendamping 

dalam memperkuat kapasitas masyarakat pesisir. Program pemberdayaan perempuan yang dilakukan 

melalui kelompok “Mahina Hena Lima” memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif mampu 

meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal dan penguatan kapasitas 

komunitas (Wattimena et al., 2024). Selain itu, penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap DAM 

Wae Ela juga menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Lima memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap 

pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan partisipatif (Ruman & Nanlohy, 2025).  

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada pendampingan revitalisasi 

sasi sebagai upaya penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima. Kegiatan dilakukan 

melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah negeri, tokoh adat, tokoh masyarakat, 

pemuda, dan kelompok masyarakat pesisir. Bentuk kegiatan meliputi identifikasi potensi dan permasalahan 

sosial-ekologis, diskusi kelompok terarah (FGD), sosialisasi nilai dan praktik sasi, penguatan kapasitas 
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kelembagaan adat dan pemerintahan negeri, serta penyusunan model pengelolaan berbasis sasi yang 

kontekstual dengan kondisi masyarakat Negeri Lima saat ini. 

Kontribusi utama dari kegiatan ini adalah mendorong penguatan kelembagaan sosial masyarakat 

berbasis kearifan lokal, meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pelestarian lingkungan 

pesisir, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintahan negeri dan lembaga adat dalam tata kelola sumber 

daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi model penguatan 

ketahanan sosial-ekologis berbasis budaya lokal yang dapat direplikasi pada wilayah pesisir lain di Maluku. 

Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi kondisi sosial-ekologis dan praktik sasi di Negeri Lima;  

2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya revitalisasi sasi dalam pengelolaan 

sumber daya pesisir;  

3. Memperkuat kapasitas pemerintah negeri dan kelembagaan adat dalam implementasi sasi;  

4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penguatan ketahanan sosial-ekologis berbasis kearifan 

lokal;  

5. Menyusun model pendampingan revitalisasi sasi yang adaptif dan berkelanjutan di Negeri Lima 

 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, 

Kabupaten Maluku Tengah dengan fokus pada pendampingan revitalisasi sasi sebagai upaya penguatan 

ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif 

dan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah negeri, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok 

perempuan, serta masyarakat pesisir sebagai subjek utama kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar proses 

pengabdian tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam 

penguatan kembali praktik sasi sebagai bagian dari tata kelola sosial dan lingkungan.  

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu tahap pra pelaksanaan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

 

A. Pra Pelaksanaan 

Tahap pra pelaksanaan merupakan tahap persiapan awal untuk memastikan kegiatan pengabdian 

berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Negeri Lima. Kegiatan pada tahap ini meliputi: 

1. Observasi Awal dan Identifikasi Masalah. Tim pengabdian melakukan observasi lapangan untuk 

mengidentifikasi kondisi sosial-ekologis masyarakat pesisir, bentuk praktik sasi yang masih berjalan, 

serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Observasi 

dilakukan melalui pengamatan langsung dan komunikasi awal dengan pemerintah negeri, tokoh adat, 

dan masyarakat.  

2. Koordinasi dengan Pemerintah Negeri dan Lembaga Adat. Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah 

Negeri Lima, tokoh adat, dan unsur masyarakat untuk memperoleh dukungan pelaksanaan kegiatan 

sekaligus membangun kesepahaman mengenai tujuan dan manfaat program pengabdian. Pada tahap 

ini juga dilakukan penentuan jadwal kegiatan, lokasi pelaksanaan, dan kelompok sasaran kegiatan.  

3. Penyusunan Instrumen dan Materi Pendampingan. Tim menyusun materi sosialisasi, panduan diskusi, 

serta instrumen wawancara dan dokumentasi yang digunakan dalam kegiatan pendampingan. Materi 

yang disiapkan berfokus pada revitalisasi sasi, penguatan ketahanan sosial-ekologis, pengelolaan 
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sumber daya pesisir berbasis kearifan lokal, dan penguatan tata kelola pemerintahan negeri berbasis 

partisipasi masyarakat.  

 

B. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan pengabdian yang dilakukan secara partisipatif melalui 

beberapa metode kegiatan sebagai berikut: 

1. Sosialisasi dan Edukasi Revitalisasi Sasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sasi sebagai kearifan lokal dalam menjaga 

keberlanjutan lingkungan pesisir dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Materi disampaikan 

melalui diskusi interaktif, pemaparan, dan dialog bersama tokoh adat serta pemerintah negeri.  

2. Focus Group Discussion (FGD). FGD dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, pemerintah negeri, 

kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat pesisir untuk menggali: 

a) bentuk praktik sasi yang masih dijalankan;  

b) permasalahan sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat;  

c) potensi penguatan kelembagaan adat;  

d) strategi revitalisasi sasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat Negeri Lima.  

Melalui FGD, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman secara 

langsung sehingga diperoleh model pendampingan yang berbasis kebutuhan masyarakat.  

3. Pendampingan Kelembagaan Adat dan Pemerintahan Negeri. Tim pengabdian melakukan 

pendampingan kepada pemerintah negeri dan lembaga adat dalam penguatan tata kelola berbasis 

sasi. Pendampingan meliputi: 

a) penguatan peran tokoh adat dalam pengawasan sumber daya pesisir;  

b) penguatan koordinasi antara pemerintah negeri dan lembaga adat;  

c) penyusunan mekanisme partisipatif pengelolaan sumber daya pesisir berbasis sasi;  

d) penguatan peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan.  

4. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut. Bersama masyarakat dan pemerintah negeri, tim menyusun 

rekomendasi dan rencana tindak lanjut revitalisasi sasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. 

Rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil diskusi dan kebutuhan masyarakat setempat.  

Tahapan Pelaksanaan Pengabdian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 
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Tahapan Kegiatan PKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan kegiatan pendampingan dan koordinasi program pengabdian 

 

C. Evaluasi 

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian serta tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan melalui: 

1. Evaluasi Proses. Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan berlangsung dengan melihat tingkat 

keterlibatan masyarakat, keaktifan peserta dalam diskusi, serta ketercapaian setiap tahapan kegiatan 

pengabdian.  

2. Evaluasi Hasil. Evaluasi hasil dilakukan dengan mengukur: 

a) peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sasi dan ketahanan sosial-ekologis;  

b) peningkatan koordinasi antara pemerintah negeri dan lembaga adat;  

c) tersusunnya rekomendasi revitalisasi sasi berbasis partisipasi masyarakat;  

d) meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan pesisir.  

4. Dokumentasi dan Pelaporan. Seluruh kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, catatan 

lapangan, dan laporan hasil pengabdian. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan laporan akhir 

sekaligus rekomendasi pengembangan program pengabdian lanjutan di Negeri Lima. 

 

          

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pendampingan Revitalisasi Sasi sebagai 

Upaya Penguatan Ketahanan Sosial-Ekologis di Negeri Lima dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif 

dengan melibatkan pemerintah negeri, tokoh adat, kelompok masyarakat, pemuda, dan masyarakat pesisir. 

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kembali praktik sasi sebagai instrumen sosial-ekologis dalam 

menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir sekaligus memperkuat solidaritas sosial masyarakat Negeri 

Lima. Pendekatan partisipatif dipilih karena revitalisasi kearifan lokal tidak dapat dilakukan secara top-

down, melainkan harus melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengelolaan sumber daya 

alam berbasis budaya lokal. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap mulai dari identifikasi masalah, penyusunan 

program pendampingan, sosialisasi, diskusi kelompok, hingga evaluasi kegiatan bersama masyarakat dan 

pemerintah negeri. Tahapan kegiatan pengabdian ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Kegiatan ini 
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juga mengintegrasikan pendekatan community based development dan penguatan kelembagaan lokal 

sebagai strategi membangun ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir secara berkelanjutan. 

Beberapa kegiatan pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan adat dan 

partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir berbasis 

kearifan lokal. Pengabdian yang dilakukan oleh Wattimena et al. (2024) di Negeri Lima menunjukkan 

bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendamping mampu meningkatkan 

kapasitas masyarakat pesisir dalam menghadapi tekanan perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi 

masyarakat nelayan. Selain itu, penelitian terbaru mengenai persepsi masyarakat terhadap DAM Wae Ela 

menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Lima memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya 

pengelolaan sumber daya alam secara partisipatif dan berkelanjutan (Ruman & Nanlohy, 2025). Temuan 

tersebut menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pendampingan revitalisasi sasi sebagai instrumen 

penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. 

 

A. Identifikasi Permasalahan Sosial-Ekologis 

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi lapangan dan diskusi bersama pemerintah negeri, 

tokoh adat, dan masyarakat pesisir. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat, 

praktik sasi yang masih berjalan, pola pemanfaatan sumber daya pesisir, serta tantangan lingkungan yang 

dihadapi masyarakat Negeri Lima. Selain observasi, tim pengabdian juga melakukan komunikasi awal 

dengan tokoh adat dan pemerintah negeri untuk memperoleh gambaran mengenai dinamika sosial 

masyarakat serta kondisi kelembagaan adat di wilayah tersebut. 

Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan beberapa permasalahan utama yang mempengaruhi 

ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima, yaitu: 

1. Menurunnya praktik dan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai sasi;  

2. Belum optimalnya integrasi kelembagaan adat dan pemerintah negeri dalam pengelolaan sumber 

daya pesisir;  

3. Meningkatnya tekanan terhadap sumber daya laut akibat perubahan pola pemanfaatan;  

4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan pesisir secara kolektif;  

5. Ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan pesisir yang mulai mempengaruhi kehidupan 

ekonomi masyarakat.  

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial yang mulai mempengaruhi 

keberlanjutan praktik-praktik adat masyarakat pesisir. Generasi muda cenderung memiliki keterlibatan 

yang lebih rendah terhadap kegiatan adat dibandingkan generasi sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan 

nilai-nilai kolektif yang sebelumnya menjadi dasar pengelolaan sumber daya berbasis adat mulai 

mengalami pelemahan. Dalam konteks masyarakat pesisir, melemahnya praktik sasi dapat berdampak pada 

meningkatnya eksploitasi sumber daya laut dan menurunnya efektivitas kontrol sosial masyarakat terhadap 

lingkungan pesisir. 

Selain itu, integrasi antara pemerintah negeri dan kelembagaan adat dalam pengelolaan wilayah 

pesisir masih belum berjalan secara optimal. Kelembagaan adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat 

di masyarakat, namun belum sepenuhnya didukung melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur dengan 

pemerintah negeri. Akibatnya, pengelolaan sumber daya pesisir masih berjalan secara parsial dan belum 

memiliki sistem pengawasan berbasis masyarakat yang kuat. 

Tekanan terhadap sumber daya laut juga semakin meningkat akibat perubahan pola pemanfaatan 

wilayah pesisir dan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebagian masyarakat mulai 
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menyampaikan kekhawatiran terhadap menurunnya kualitas lingkungan pesisir dan hasil tangkapan laut 

yang tidak menentu. Kondisi tersebut diperkuat oleh ancaman perubahan iklim yang mulai dirasakan 

masyarakat melalui perubahan musim, ketidakpastian cuaca, dan gangguan terhadap aktivitas perikanan 

masyarakat pesisir. 

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa masyarakat 

pesisir Negeri Lima menghadapi tekanan sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim dan ketidakpastian 

hasil perikanan (Wattimena et al., 2024). Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat pesisir 

membutuhkan penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan lokal agar mampu beradaptasi terhadap 

perubahan lingkungan dan tekanan ekonomi masyarakat pesisir. 

Selain itu, penelitian pengabdian masyarakat berbasis kearifan lokal di wilayah pesisir Maluku 

menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan adat mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan dan memperkuat solidaritas sosial komunitas pesisir. Pendekatan berbasis budaya 

lokal dinilai lebih efektif karena masyarakat memiliki kedekatan sosial dan emosional terhadap nilai-nilai 

adat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, revitalisasi sasi dipandang sebagai strategi 

yang relevan dalam membangun ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima. 

Meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial dan lingkungan, masyarakat Negeri Lima masih 

memiliki modal sosial yang kuat berupa hubungan adat, struktur soa, dan nilai kolektivitas masyarakat yang 

berpotensi menjadi dasar penguatan kembali praktik sasi. Struktur sosial adat yang masih bertahan dalam 

kehidupan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan revitalisasi sasi sebagai 

bagian dari tata kelola wilayah pesisir berbasis masyarakat. Selain itu, keberadaan baileo sebagai ruang 

musyawarah adat masih berfungsi sebagai simbol identitas sosial dan ruang kolektif masyarakat dalam 

menyelesaikan persoalan bersama.  

Hasil identifikasi permasalahan ini menjadi dasar dalam penyusunan program pendampingan 

revitalisasi sasi yang difokuskan pada penguatan kelembagaan adat, peningkatan partisipasi masyarakat, 

penguatan edukasi lingkungan berbasis budaya lokal, serta pengembangan tata kelola pesisir yang 

partisipatif dan berkelanjutan. 

 

B. Pelaksanaan Pendampingan Revitalisasi Sasi 

Kegiatan pendampingan revitalisasi sasi dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang 

menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses penguatan kembali nilai-nilai adat dan 

pengelolaan sumber daya pesisir berbasis kearifan lokal. Pendekatan partisipatif dipilih karena pengelolaan 

sumber daya alam yang melibatkan masyarakat secara aktif dinilai lebih efektif dalam membangun rasa 

memiliki (sense of belonging) dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Dalam konteks 

masyarakat pesisir Maluku, sasi tidak hanya dipahami sebagai aturan adat semata, tetapi juga sebagai 

mekanisme sosial yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan serta menjaga keseimbangan 

sosial masyarakat. 

Pelaksanaan pendampingan revitalisasi sasi dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan utama, yaitu 

sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), dan pendampingan kelembagaan adat serta pemerintah negeri. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kembali kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sasi 

dalam mendukung ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima. 

1. Sosialisasi Revitalisasi Sasi 
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Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya 

sasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. 

Materi sosialisasi mencakup: 

a) fungsi sasi dalam pengelolaan sumber daya alam;  

b) peran kelembagaan adat dalam pengawasan lingkungan;  

c) pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga wilayah pesisir;  

d) penguatan kolaborasi pemerintah negeri dan masyarakat adat.  

Secara teoritis, sasi merupakan bentuk local wisdom yang berkembang dalam masyarakat Maluku 

sebagai sistem pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (community based resource management). 

Sistem ini berfungsi mengatur waktu, ruang, dan tata cara pemanfaatan sumber daya alam agar tetap 

berkelanjutan. Menurut konsep ketahanan sosial-ekologis (social-ecological resilience), suatu komunitas 

dikatakan memiliki ketahanan yang baik apabila mampu mempertahankan fungsi sosial dan ekologisnya 

dalam menghadapi tekanan perubahan lingkungan maupun sosial. Dalam konteks tersebut, revitalisasi sasi 

menjadi penting karena mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara 

kebutuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan stabilitas sosial masyarakat pesisir. 

Kegiatan sosialisasi mendapatkan respon positif dari masyarakat karena sebagian besar masyarakat 

masih memahami sasi sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Keberadaan baileo sebagai ruang 

musyawarah adat juga menjadi media penting dalam memperkuat kembali nilai-nilai kolektif masyarakat 

Negeri Lima. Selain itu, masyarakat Negeri Lima masih memiliki struktur sosial adat yang kuat melalui 

sistem soa, hubungan pela-gandong, serta kelembagaan adat yang masih dihormati dalam kehidupan sosial 

masyarakat.  

Dalam proses sosialisasi, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terutama ketika 

membahas hubungan antara sasi dengan perlindungan sumber daya laut dan keberlanjutan mata 

pencaharian masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa 

melemahnya praktik sasi dapat berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap sumber daya pesisir dan 

menurunnya solidaritas sosial masyarakat. 

Temuan kegiatan ini sejalan dengan hasil pengabdian dan penelitian terdahulu yang menegaskan 

bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan. Penelitian Wattimena et al. (2024) menunjukkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat 

pesisir di Negeri Lima melalui pendekatan kolaboratif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 

menghadapi tantangan sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim. Selain itu, penelitian Ruman dan 

Nanlohy (2025) terkait persepsi masyarakat terhadap DAM Wae Ela menunjukkan bahwa masyarakat 

Negeri Lima memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya 

alam secara berkelanjutan dan partisipatif.  

Dibandingkan dengan kegiatan sejenis, pendampingan revitalisasi sasi ini memiliki keunggulan 

karena tidak hanya menitikberatkan pada aspek pelestarian budaya, tetapi juga mengintegrasikan aspek 

ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat tidak hanya 

memperoleh pengetahuan mengenai fungsi sasi, tetapi juga memahami pentingnya kolaborasi antara 

pemerintah negeri, lembaga adat, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir Negeri 

Lima 

.  

2. Focus Group Discussion (FGD) 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan sebagai bagian penting dalam proses 

pendampingan revitalisasi sasi di Negeri Lima. FGD dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur 

masyarakat, yaitu tokoh adat, pemerintah negeri, pemuda, kelompok perempuan, dan masyarakat pesisir. 
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Pelibatan berbagai kelompok tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi partisipatif sekaligus 

menggali pandangan masyarakat mengenai kondisi aktual praktik sasi dan tantangan pengelolaan sumber 

daya pesisir di Negeri Lima. 

Metode FGD digunakan karena dinilai mampu menciptakan ruang dialog kolektif yang partisipatif 

dalam proses pengambilan keputusan masyarakat. Dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat, FGD 

merupakan salah satu metode yang efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memetakan 

masalah sosial, serta merumuskan solusi bersama berdasarkan pengalaman dan kondisi lokal masyarakat. 

Selain itu, pendekatan partisipatif melalui diskusi kelompok dapat memperkuat hubungan sosial antar 

masyarakat sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap program yang dijalankan. 

Diskusi difokuskan pada identifikasi bentuk sasi yang masih dijalankan, tantangan implementasi sasi, 

serta strategi revitalisasi yang dapat diterapkan sesuai kondisi sosial masyarakat saat ini. Dalam 

pelaksanaan FGD, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan 

harapan mereka terhadap keberlanjutan praktik sasi sebagai bagian dari tata kelola sosial-ekologis 

masyarakat pesisir. 

Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki keinginan yang kuat untuk 

mempertahankan praktik sasi sebagai bagian dari identitas budaya dan mekanisme perlindungan sumber 

daya alam. Namun demikian, masyarakat juga mengakui bahwa implementasi sasi saat ini menghadapi 

berbagai tantangan akibat perubahan sosial, perkembangan ekonomi masyarakat, serta berkurangnya 

keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat. 

Berdasarkan hasil FGD, diperoleh beberapa poin penting yang menjadi perhatian bersama, yaitu: 

• perlunya penguatan regulasi adat terkait pelaksanaan sasi;  

• pelibatan generasi muda dalam kegiatan adat dan pengawasan lingkungan;  

• penguatan koordinasi antara pemerintah negeri dan lembaga adat;  

• serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan pesisir.  

Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya 

pesisir menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi efektivitas praktik sasi. Oleh karena itu, dalam 

diskusi berkembang gagasan mengenai pentingnya pembentukan mekanisme pengawasan partisipatif 

berbasis masyarakat yang melibatkan tokoh adat, pemuda, dan masyarakat pesisir secara langsung. 

Secara teoritis, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan 

bagian penting dalam konsep community based management yang menekankan keterlibatan masyarakat 

lokal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan lingkungan. Keterlibatan 

masyarakat dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sosial dan memperkuat keberlanjutan 

program pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas. Dalam konteks masyarakat adat pesisir, 

partisipasi masyarakat juga menjadi instrumen penting dalam menjaga legitimasi sosial terhadap aturan 

adat yang berlaku. 

Temuan kegiatan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keberhasilan 

pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan lokal dan 

tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian Wattimena et al. (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi antara 

pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendamping mampu meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir 

dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian mengenai persepsi masyarakat 

terhadap pengelolaan sumber daya di Negeri Lima juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung 

mendukung pengelolaan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses 

pengambilan keputusan.  
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FGD juga menghasilkan kesepakatan awal mengenai perlunya penyusunan mekanisme pengawasan 

partisipatif berbasis masyarakat dalam menjaga wilayah pesisir. Mekanisme tersebut direncanakan menjadi 

bagian dari penguatan revitalisasi sasi yang melibatkan pemerintah negeri, tokoh adat, pemuda, dan 

masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan FGD tidak hanya menjadi media 

diskusi, tetapi juga menjadi sarana membangun komitmen kolektif masyarakat dalam memperkuat 

ketahanan sosial-ekologis Negeri Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan kegiatan pendampingan dan koordinasi program pengabdian 

 

 

C. Penguatan Kelembagaan Adat dan Pemerintah Negeri 

Penguatan kelembagaan adat dan pemerintah negeri menjadi salah satu tahapan penting dalam 

kegiatan pendampingan revitalisasi sasi di Negeri Lima. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat sinergi 

antara pemerintah negeri dan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir berbasis kearifan lokal. 

Dalam konteks masyarakat adat pesisir Maluku, keberhasilan implementasi sasi sangat dipengaruhi oleh 

kekuatan kelembagaan lokal, legitimasi sosial, serta koordinasi antar aktor masyarakat dalam menjalankan 

fungsi pengawasan dan pengelolaan lingkungan. 

Pendampingan kelembagaan dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan 

pemerintah negeri, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok masyarakat pesisir. Kegiatan ini 

meliputi: 

a) diskusi peran dan fungsi kelembagaan adat;  

b) penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan;  

c) penyusunan rekomendasi pengelolaan sumber daya pesisir berbasis sasi;  

d) dan penguatan partisipasi masyarakat.  

Kegiatan diskusi kelembagaan difokuskan pada identifikasi peran masing-masing aktor dalam 

mendukung revitalisasi sasi. Pemerintah negeri diposisikan sebagai unsur administratif yang memiliki 

kewenangan dalam penguatan regulasi dan fasilitasi program masyarakat, sedangkan lembaga adat 

memiliki peran dalam menjaga legitimasi sosial, pelaksanaan aturan adat, dan pengawasan terhadap praktik 

pemanfaatan sumber daya pesisir. Melalui proses diskusi tersebut, masyarakat mulai memahami pentingnya 
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kolaborasi antara sistem pemerintahan formal dan kelembagaan adat sebagai bagian dari tata kelola pesisir 

yang berkelanjutan. 

Secara teoritis, penguatan kelembagaan lokal merupakan bagian penting dalam konsep good local 

governance yang menekankan pentingnya kolaborasi, partisipasi, dan penguatan kapasitas masyarakat 

dalam pengelolaan sumber daya alam. Kelembagaan adat yang kuat dapat menjadi instrumen kontrol sosial 

sekaligus sarana membangun kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan lingkungan berbasis 

komunitas. Dalam konteks pengelolaan sumber daya pesisir, integrasi antara pemerintah lokal dan 

kelembagaan adat dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan dan memperkuat 

keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. 

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Lima masih memiliki kepercayaan 

yang cukup tinggi terhadap lembaga adat sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat. Hal ini terlihat 

dari tingginya partisipasi masyarakat dalam diskusi mengenai penguatan kembali fungsi-fungsi adat dalam 

praktik sasi. Keberadaan baileo sebagai simbol musyawarah adat juga menjadi ruang penting dalam 

membangun konsensus dan pengambilan keputusan bersama masyarakat. Selain itu, struktur sosial 

masyarakat Negeri Lima yang masih berbasis soa dan hubungan kekerabatan adat menjadi modal sosial 

yang mendukung proses penguatan kelembagaan masyarakat.  

Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terutama dalam 

upaya menghidupkan kembali fungsi-fungsi sosial sasi sebagai bagian dari tata kelola komunitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa revitalisasi sasi tidak hanya dipandang sebagai upaya pelestarian budaya, tetapi juga 

sebagai strategi mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat pesisir. 

Masyarakat mulai menyadari bahwa keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir tidak dapat dipisahkan dari 

penguatan nilai-nilai kolektif dan kepatuhan sosial terhadap aturan adat yang berlaku. 

Temuan kegiatan ini sejalan dengan hasil penelitian dan pengabdian terdahulu yang menunjukkan 

bahwa penguatan kelembagaan masyarakat berbasis lokal dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan 

sumber daya alam dan ketahanan komunitas pesisir. Penelitian Wattimena et al. (2024) menunjukkan bahwa 

kolaborasi antara pemerintah negeri, masyarakat, dan lembaga pendamping mampu memperkuat kapasitas 

masyarakat pesisir dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian Ruman dan 

Nanlohy (2025) juga menegaskan bahwa masyarakat Negeri Lima memiliki kecenderungan mendukung 

pengelolaan sumber daya alam yang bersifat partisipatif dan berbasis keberlanjutan lingkungan.  

Melalui kegiatan pendampingan kelembagaan ini, diperoleh rekomendasi awal mengenai pentingnya 

penyusunan mekanisme koordinasi antara pemerintah negeri dan lembaga adat dalam implementasi sasi, 

penguatan peran pemuda dalam pengawasan lingkungan, serta pengembangan model tata kelola pesisir 

berbasis masyarakat yang adaptif terhadap perubahan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, penguatan 

kelembagaan adat dan pemerintah negeri menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan 

revitalisasi sasi dan penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima 

 

D. Hasil Kegiatan Pengabdian 

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat 

terhadap pentingnya revitalisasi sasi dalam penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima. 

Peningkatan tersebut terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari 

sosialisasi, diskusi kelompok, hingga proses penyusunan rekomendasi pengelolaan sumber daya pesisir 

berbasis sasi. 
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Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan pengabdian memberikan ruang bagi 

masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses identifikasi masalah dan perumusan solusi bersama. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa revitalisasi sasi tidak hanya dipahami sebagai program pelestarian budaya, 

tetapi juga sebagai kebutuhan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan stabilitas sosial 

komunitas pesisir. 

Beberapa capaian kegiatan yang berhasil diperoleh antara lain sebagai berikut. 

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat 

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai 

fungsi dan peran sasi dalam kehidupan sosial masyarakat pesisir. Sebelum kegiatan dilakukan, sebagian 

masyarakat hanya memahami sasi sebagai tradisi adat yang bersifat seremonial. Namun setelah proses 

pendampingan, masyarakat mulai memahami kembali bahwa sasi memiliki fungsi yang lebih luas dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan penguatan sistem sosial masyarakat. 

Masyarakat mulai memahami kembali fungsi sasi sebagai: 

a) instrumen pengelolaan sumber daya alam;  

b) mekanisme kontrol sosial masyarakat;  

c) media pelestarian nilai budaya lokal;  

d) serta bentuk penguatan solidaritas masyarakat pesisir.  

Secara teoritis, peningkatan pemahaman masyarakat merupakan bagian penting dalam proses 

pemberdayaan masyarakat (community empowerment), di mana masyarakat didorong untuk memiliki 

kesadaran kritis terhadap kondisi sosial dan lingkungan yang dihadapi. Kesadaran tersebut menjadi modal 

penting dalam membangun partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya pesisir yang 

berkelanjutan. 

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Lima masih memiliki keterikatan yang 

kuat terhadap nilai-nilai adat dan budaya lokal. Keberadaan baileo, struktur soa, dan hubungan sosial adat 

menjadi faktor penting yang mendukung proses revitalisasi sasi di tengah perubahan sosial masyarakat.  

2. Penguatan Kolaborasi Pemerintah Negeri dan Tokoh Adat 

Kegiatan pendampingan berhasil mendorong komunikasi dan koordinasi yang lebih aktif antara 

pemerintah negeri dan tokoh adat terkait pengelolaan sumber daya pesisir berbasis sasi. Sebelumnya, 

koordinasi antara unsur pemerintahan dan kelembagaan adat masih bersifat terbatas pada kegiatan adat 

tertentu. Namun melalui proses pendampingan, kedua pihak mulai membangun kesepahaman mengenai 

pentingnya kerja sama dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir. 

Penguatan kolaborasi ini terlihat dari keterlibatan aktif pemerintah negeri dalam diskusi penguatan 

sasi, dukungan terhadap mekanisme pengawasan lingkungan berbasis masyarakat, serta kesediaan tokoh 

adat untuk kembali menghidupkan fungsi-fungsi sosial sasi dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam konsep collaborative governance, kerja sama antar aktor lokal menjadi faktor penting dalam 

menciptakan tata kelola sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah 

negeri dan lembaga adat dinilai mampu memperkuat legitimasi sosial terhadap aturan pengelolaan 

lingkungan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kesepakatan bersama. 

3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan kegiatan pengabdian menunjukkan adanya kesadaran 

kolektif untuk menjaga lingkungan pesisir secara bersama-sama. Masyarakat tidak hanya hadir sebagai 

peserta kegiatan, tetapi juga aktif menyampaikan pendapat, pengalaman, dan usulan terkait penguatan 

praktik sasi di Negeri Lima. 
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Partisipasi masyarakat terlihat dari: 

a) keterlibatan masyarakat dalam FGD;  

b) keterlibatan pemuda dalam diskusi pengawasan lingkungan;  

c) partisipasi kelompok perempuan dalam penyampaian aspirasi terkait keberlanjutan sumber daya 

pesisir;  

d) serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam penyusunan rekomendasi revitalisasi sasi.  

Peningkatan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal mampu 

menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan. Temuan ini sejalan dengan 

hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa masyarakat pesisir cenderung lebih aktif terlibat dalam 

program pengelolaan lingkungan apabila pendekatan yang digunakan sesuai dengan nilai budaya lokal 

masyarakat (Wattimena et al., 2024).  

4. Tersusunnya Rekomendasi Revitalisasi Sasi 

Melalui kegiatan FGD dan pendampingan, diperoleh beberapa rekomendasi awal yang menjadi dasar 

penguatan revitalisasi sasi di Negeri Lima. Rekomendasi tersebut disusun secara partisipatif berdasarkan 

hasil diskusi bersama masyarakat, pemerintah negeri, dan tokoh adat. 

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain: 

a) penguatan peraturan adat;  

b) pengawasan partisipatif masyarakat;  

c) pelibatan generasi muda;  

d) dan penguatan edukasi lingkungan berbasis budaya lokal.  

Selain itu, masyarakat juga merekomendasikan perlunya kegiatan pendampingan lanjutan untuk 

memastikan implementasi revitalisasi sasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Penguatan edukasi 

lingkungan berbasis budaya lokal dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap 

pentingnya menjaga sumber daya pesisir dan mempertahankan identitas budaya masyarakat Negeri Lima. 

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa revitalisasi sasi memiliki potensi 

besar sebagai instrumen penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Revitalisasi sasi tidak 

hanya berfungsi menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, partisipasi 

masyarakat, dan kolaborasi kelembagaan lokal dalam tata kelola wilayah pesisir Negeri Lima 

 

E. Analisis Keberhasilan Kegiatan 

Keberhasilan kegiatan pengabdian diukur berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat, keterlibatan 

pemerintah negeri dan tokoh adat, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai revitalisasi sasi 

sebagai instrumen penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Evaluasi keberhasilan 

dilakukan melalui observasi lapangan, keterlibatan peserta dalam kegiatan sosialisasi dan FGD, serta hasil 

diskusi bersama masyarakat dan pemerintah negeri selama proses pendampingan berlangsung. 

Secara umum, kegiatan pengabdian menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari tingginya 

antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan, meningkatnya komunikasi antara pemerintah negeri dan 

lembaga adat, serta munculnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber 

daya pesisir berbasis kearifan lokal. Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan pengabdian 

juga mampu membangun keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap identifikasi masalah hingga penyusunan 

rekomendasi program. 
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Tabel 1. Capaian hasil kegiatan pengabdian 

No Indikator Hasil Kegiatan 

1 Partisipasi masyarakat Masyarakat aktif mengikuti sosialisasi dan FGD 

2 Keterlibatan pemerintah negeri Pemerintah negeri mendukung program revitalisasi sasi 

3 Keterlibatan tokoh adat Tokoh adat terlibat aktif dalam pendampingan 

4 Pemahaman masyarakat Pemahaman masyarakat terhadap fungsi sasi meningkat 

5 Rekomendasi program Tersusun rekomendasi penguatan sasi berbasis masyarakat 

 

 

Berdasarkan Tabel 1, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengabdian tergolong tinggi. 

Masyarakat tidak hanya hadir sebagai peserta kegiatan, tetapi juga aktif menyampaikan pandangan, 

pengalaman, dan usulan terkait penguatan praktik sasi di Negeri Lima. Tingginya partisipasi masyarakat 

menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya lokal mampu menciptakan rasa memiliki terhadap 

program pengabdian yang dilaksanakan. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif 

masyarakat merupakan indikator penting dalam menentukan keberhasilan suatu program pengabdian 

karena masyarakat menjadi bagian dari proses perubahan sosial yang terjadi. 

Keberhasilan kegiatan juga terlihat dari dukungan pemerintah negeri terhadap program revitalisasi 

sasi. Pemerintah negeri menunjukkan komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan tokoh adat dan 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir berbasis sasi. Dukungan tersebut menjadi faktor penting 

dalam menciptakan tata kelola sumber daya pesisir yang kolaboratif dan berkelanjutan. Selain itu, tokoh 

adat juga terlibat aktif dalam proses pendampingan melalui penyampaian nilai-nilai adat, penguatan 

legitimasi sosial sasi, serta partisipasi dalam penyusunan rekomendasi penguatan kelembagaan adat. 

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fungsi sasi menjadi salah satu capaian utama kegiatan 

pengabdian ini. Masyarakat mulai memahami bahwa sasi tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, 

tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam, mekanisme kontrol sosial, dan sarana 

penguatan solidaritas masyarakat pesisir. Peningkatan pemahaman tersebut terlihat dari hasil diskusi 

masyarakat yang mulai menghubungkan keberlanjutan lingkungan pesisir dengan penguatan kembali 

praktik sasi dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Selain itu, kegiatan pengabdian berhasil menghasilkan rekomendasi awal penguatan revitalisasi sasi 

berbasis masyarakat. Rekomendasi tersebut meliputi penguatan aturan adat, pengawasan partisipatif 

masyarakat, pelibatan generasi muda, dan penguatan edukasi lingkungan berbasis budaya lokal. 

Rekomendasi ini menjadi dasar awal bagi pemerintah negeri dan lembaga adat dalam menyusun langkah 

tindak lanjut pengelolaan sumber daya pesisir berbasis sasi di Negeri Lima. 

Hasil kegiatan ini memiliki keunggulan dibandingkan kegiatan sejenis karena tidak hanya berfokus 

pada aspek pelestarian budaya, tetapi juga mengintegrasikan aspek ketahanan sosial dan ekologis 

masyarakat pesisir. Pendekatan yang digunakan tidak menempatkan masyarakat hanya sebagai objek 

kegiatan, melainkan sebagai subjek utama dalam proses revitalisasi sasi. Selain itu, kegiatan ini juga 

menghubungkan penguatan kelembagaan adat dengan tata kelola pemerintahan negeri sehingga tercipta 

model pengelolaan pesisir yang lebih partisipatif dan kontekstual dengan kondisi masyarakat lokal. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan 

lokal dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya 

alam berbasis komunitas. Penelitian Wattimena et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat 

dan kolaborasi antar pemangku kepentingan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam 

menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian mengenai persepsi masyarakat Negeri 
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Lima terhadap pengelolaan sumber daya alam juga menunjukkan bahwa masyarakat mendukung model 

pengelolaan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.  

Namun demikian, kegiatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti: 

a) keterbatasan waktu pendampingan;  

b) belum adanya regulasi formal terkait implementasi sasi;  

c) dan perlunya pendampingan berkelanjutan agar hasil kegiatan dapat diterapkan secara optimal.  

Keterbatasan waktu pendampingan menyebabkan proses penguatan kelembagaan dan implementasi 

rekomendasi revitalisasi sasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, belum adanya regulasi 

formal yang mengatur implementasi sasi menjadi tantangan dalam memastikan keberlanjutan program 

pengelolaan sumber daya pesisir berbasis adat. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan serta 

dukungan kebijakan dari pemerintah negeri dan pemangku kepentingan lainnya agar revitalisasi sasi dapat 

berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi penguatan ketahanan sosial-

ekologis masyarakat Negeri Lima. 

 

F. Dampak Kegiatan terhadap Ketahanan Sosial-Ekologis 

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Negeri Lima memberikan dampak positif terhadap 

penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya 

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan 

pesisir dan penguatan hubungan sosial masyarakat berbasis nilai-nilai adat lokal. Revitalisasi sasi tidak 

hanya dipahami sebagai upaya menghidupkan kembali tradisi budaya, tetapi juga sebagai strategi sosial 

dalam menghadapi perubahan lingkungan, tekanan ekonomi masyarakat pesisir, dan melemahnya 

solidaritas sosial akibat perubahan sosial masyarakat. 

Dalam konsep ketahanan sosial-ekologis (social-ecological resilience), suatu masyarakat dinilai 

memiliki ketahanan yang baik apabila mampu mempertahankan fungsi sosial, budaya, dan ekologisnya 

dalam menghadapi gangguan atau perubahan lingkungan. Ketahanan tersebut dibangun melalui 

kemampuan masyarakat dalam beradaptasi, menjaga solidaritas sosial, dan mempertahankan sistem 

pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat Negeri Lima, revitalisasi sasi 

menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas adaptif masyarakat terhadap berbagai 

ancaman lingkungan pesisir. 

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa revitalisasi sasi mampu memperkuat: 

a) solidaritas sosial masyarakat;  

b) kesadaran kolektif terhadap pelestarian lingkungan;  

c) hubungan antara pemerintah negeri dan masyarakat adat;  

d) serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.  

Penguatan solidaritas sosial terlihat dari meningkatnya interaksi dan kerja sama masyarakat dalam 

kegiatan diskusi, sosialisasi, dan penyusunan rekomendasi revitalisasi sasi. Masyarakat mulai membangun 

kembali kesadaran bahwa pengelolaan sumber daya pesisir merupakan tanggung jawab bersama yang 

membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Nilai-nilai kolektif seperti gotong royong, 

musyawarah adat, dan kepedulian terhadap lingkungan mulai kembali diperkuat melalui proses 

pendampingan yang dilakukan. 

Selain itu, kegiatan pengabdian juga berhasil meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap 

pentingnya pelestarian lingkungan pesisir. Masyarakat mulai memahami bahwa kerusakan lingkungan laut 

dan pesisir dapat berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang sebagian 
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besar bergantung pada sektor perikanan dan sumber daya alam pesisir. Kesadaran tersebut mendorong 

munculnya komitmen bersama untuk mendukung penguatan kembali praktik sasi sebagai mekanisme 

perlindungan lingkungan berbasis masyarakat. 

Dampak lain yang cukup signifikan adalah membaiknya hubungan dan koordinasi antara pemerintah 

negeri dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Sebelum kegiatan dilakukan, 

koordinasi antar kelembagaan masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara optimal. Namun melalui 

proses pendampingan dan diskusi partisipatif, mulai terbentuk komunikasi yang lebih aktif antara 

pemerintah negeri, tokoh adat, dan masyarakat dalam membahas penguatan tata kelola wilayah pesisir 

berbasis sasi. 

Kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan wilayah pesisir. Partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam proses 

diskusi, penyampaian aspirasi, serta penyusunan rekomendasi penguatan sasi. Keterlibatan generasi muda 

dan kelompok perempuan dalam kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa revitalisasi sasi mulai dipahami 

sebagai tanggung jawab bersama lintas kelompok masyarakat. 

Temuan kegiatan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penguatan 

kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pengelolaan 

sumber daya alam berbasis komunitas. Penelitian Wattimena et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan 

pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi mampu meningkatkan kapasitas sosial masyarakat pesisir 

dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan dan ekonomi. Selain itu, penelitian mengenai persepsi 

masyarakat Negeri Lima terhadap pengelolaan sumber daya alam juga menunjukkan bahwa masyarakat 

cenderung mendukung model pengelolaan yang bersifat partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan 

lingkungan.  

Keberadaan baileo sebagai ruang musyawarah adat juga memberikan kontribusi penting dalam 

memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Baileo tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga 

menjadi ruang kolektif masyarakat dalam membangun konsensus dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan 

masyarakat Negeri Lima. Dengan demikian, revitalisasi sasi menjadi bagian dari penguatan sistem sosial 

masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan lingkungan pesisir. 

Selain itu, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun model tata kelola pesisir berbasis 

kearifan lokal yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan sosial maupun ancaman lingkungan di 

wilayah pesisir Negeri Lima. Model tata kelola tersebut menempatkan masyarakat adat, pemerintah negeri, 

dan masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam proses pengelolaan sumber daya alam berbasis partisipasi 

dan nilai budaya lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi dasar pengembangan program 

pengelolaan pesisir berkelanjutan yang dapat diterapkan tidak hanya di Negeri Lima, tetapi juga di wilayah 

pesisir lainnya di Maluku 

 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pendampingan Revitalisasi Sasi sebagai 

Upaya Penguatan Ketahanan Sosial-Ekologis di Negeri Lima telah dilaksanakan melalui pendekatan 

partisipatif dengan melibatkan pemerintah negeri, tokoh adat, pemuda, kelompok masyarakat, dan 

masyarakat pesisir. Kegiatan pengabdian berhasil mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai pentingnya revitalisasi sasi sebagai instrumen pengelolaan sumber daya pesisir 

berbasis kearifan lokal sekaligus memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima. 
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Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, 

Focus Group Discussion (FGD), dan pendampingan kelembagaan adat. Masyarakat mulai memahami 

kembali fungsi sasi tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial, 

penguatan solidaritas masyarakat, dan instrumen pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 

Keberhasilan program juga terlihat dari meningkatnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah negeri 

dan tokoh adat dalam penguatan tata kelola wilayah pesisir berbasis sasi. 

Secara terukur, tingkat keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari: 

1. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan pengabdian;  

2. Keterlibatan aktif pemerintah negeri dan tokoh adat dalam proses pendampingan;  

3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi sosial dan ekologis sasi;  

4. Tersusunnya rekomendasi awal penguatan revitalisasi sasi berbasis partisipasi masyarakat;  

5. Meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan 

pesisir.  

Selain itu, kegiatan pengabdian berhasil menghasilkan rekomendasi penguatan revitalisasi sasi yang 

meliputi penguatan regulasi adat, pengawasan partisipatif masyarakat, pelibatan generasi muda, dan 

penguatan edukasi lingkungan berbasis budaya lokal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi sasi 

memiliki potensi besar sebagai model pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal yang adaptif 

terhadap perubahan sosial dan ancaman lingkungan. 

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan terutama pada aspek waktu 

pendampingan dan belum adanya regulasi formal yang mendukung implementasi sasi secara berkelanjutan. 

Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan serta dukungan kebijakan dari pemerintah negeri dan 

pemangku kepentingan lainnya agar revitalisasi sasi dapat diimplementasikan secara lebih optimal dan 

berkelanjutan. 

Adapun saran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya adalah: 

1. Perlunya penyusunan regulasi atau peraturan negeri terkait implementasi sasi;  

2. Penguatan pelibatan generasi muda dalam pengawasan dan pelestarian wilayah pesisir;  

3. Pengembangan program edukasi lingkungan berbasis budaya lokal;  

4. Pendampingan berkelanjutan terhadap kelembagaan adat dan pemerintah negeri;  

5. Pengembangan model pengelolaan pesisir berbasis sasi yang dapat direplikasi di wilayah pesisir 

lainnya di Maluku.  
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